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SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
NOMOR : 122/UFDK/V/2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENEGAKAN NORMA
REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI

MENIMBANG ¢ a. Bahwa kebijakan Penegakan Norma dilingkungan Universitas Fort

Kock Bukittinggi meliputi beberapa ketentuan

b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan
keputusan Rektor Universitas Fort Kock Bukittinggi

¢. Bahwa untuk menciptakan dinamisasi kehidupan Perguruan Tinggi
di tingkat kemahasiswaan yang selalu berkembang dan maju, maka
perlu adanya peraturan yang dibuat untuk Mahasiswa Universitas
Fort De Kock Bukittinggi

d. Bahwa schubungan dengan butir (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu
di tetapkan Keputusan Rektor Tentang Penegakan Norma

MENGINGAT :a, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
¢. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

MEMPERHATIKAN : u. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Fort De Kock Bukittinggi

MEMUTUSKAN
MENENTAPKAN 4 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TENTANG PENEGAKAN NORMA DI UNIVERSITAS FORT DE KOCK
BUKITTINGGI
KESATU ¢ Kebijakan Penegakan Norma di lingkungan Universitas Fort De Kock

Bukittinggi. Dan hal — hal yang menyangkut dengan teknis lapangan
akan di atur dalam ketentuan nantinya.

KEDUA :  Keputusan Universitas Fort De kcok Bukittinggi ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ¢ BUKITTINGGI
PADA TANGGAL i 19 Mei 2025
1 ASFORT DE KOCK BUKITTINGGI




YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI

UNIVERSITAS FORT DE KOCK

J1. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bolittinggi
e-mail : informasis fdk.ac.id Website : bttp://fdk.ac.id

Lampiran Sk Nomor  : 1221/UFDK/V/2025
Tentang : Kebjiakan Rektor Tentang Penegakan Norma

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

)]

2)
3)

4)
3)

6)
7

8)

1

2)

Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang selanjutnya disingkat UFDK adalah
Perguruan Tinggi Swasta berbadan Hukum

Rektor adalah Rektor Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang membidangi Kegiatan
Kemahasiswaan Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Fort De
Kock Bukittinggi

Norma Kemahasiswaan adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati
oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas/kegiatan kemahasiswaan.
Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan kemahasiswaan yang berlaku.
Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan,
kelompok/organisasi maupun penanggung jawab kegiatan yang terbukti melakukan
tindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

BAB Il
KOMISI PENEGAKAN NORMA KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan

Pasal 2

Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan berkedudukan di bawah Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penegakan
Kode Etik, Kewajiban, Larangan dan Sanksi kemahasiswaan, nilai-nilai inti Universitas
Fort De Kock Bukittinggi, serta harkat pendidikan, sesuai dengan Visi dan Misi
Universitas Fort De Kock Bukittinggi
Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor
dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Il dan Bidang
Kemahasiswaan
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Bagian Kedua
Keanggotaan Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan

Pasal 3

1) Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan di tingkat universitas adalah bagian
Kemahasiswaam

2) Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan di tingkat Prodi adalah Kemahasiswaan
Prodi

Bagian Ketiga
Tata Kerja Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan

Pasal 4

1) Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan menerima laporan atau pengaduan secara
tertulis dari :

a. Pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika tentang
terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa terhadap Kode Etik,
Kewajiban, Larangan dan Sanksi kemahasiswaan yang berlaku.

b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara moral maupun
material maupun fisik

2) Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian,
dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara

3) Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau
tidak.

4) Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian,
dan evaluasi terhadap laporan tertulis mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau
kejahatan oleh/terhadap mahasiswa dapat melaksanakan Sidang Komisi

5) Sidang Komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi sanksi atas terjadinya
pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi
kemahasiswaan

6) Rekomendasi Komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Keputusan Rektor
tentang sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh
mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.
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BAB I
LANDASAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 5

Perbuatan/tindakan bertentangan dengan norma kemahasiswaan merupakan pelanggaran
dan/atau kejahatan yang patut dan harus dihindari.

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi
setinggi- tingginya berupa pencabutan status sebagai mahasiswa UFDK secara
permanen.

Organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat
dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pembekuan secara permanen

Mahasiswa UFDK harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran atau
kejahatan terhadap peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku.

Pelaksanaan sanksi tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah
ditetapkan.

Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan
dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.

Sanksi diberikan olch Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setelah
mendapat rekomendasi dari Pembina Kegiatan Kemahasiswaan dan Program Studi

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI

Bagian Kesatu
Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Pasal 6

Sanksi menjadi peringatan baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan
yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan juga bagi mahasiswa dan/atau
organisasi kemahasiswaan lainnya.

Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik serta membina baik mahasiswa dan/atau
organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan
maupun bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.

Dengan diberikannyan sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran dan/atau
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa dan/atau organisasi
kemahasiswaan lainnya.
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2)

Bagian Kedua
Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Pasal 7

Sanksi merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan, dengan tujuan
menyadarkan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran dan/atau
kejahatan yang telah dilakukannya.

Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman,
pendidikan serta pembinaan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh
mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan
kejahatan.

BABV
JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI
Bagian Kesatu

Pasal 8

Jenis sanksi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :

a. Perorang

b. Organisasi Kemahasiswaan
Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran dan kejahatan yang
dilakukan dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat

Bagian Kedua
Tingkatan Sanksi

Pasal 9

Tingkatan sanksi untuk perorangan adalah:

a. Peringatan secara nasehat (pemberian naschat)

b. Peringatan keras secara tertulis

¢. Pembatasan jumlah SKS yang diambil

d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu
(skorsing)

¢. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari UFDK)
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2) Tingkatan sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah
a. Peringatan secara naschat (pemberian naschat)
b. Peringatan keras secara tertulis
c. Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu
d. Pembekuan secara permanen

Bagian Ketiga
Kategori Sanksi

Pasal 10

1) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atas

pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dimana prosedur penetapan
sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Pembina Kegiatan Kemahasiswaan

2) Sanksi yang ditetapkan Ka.Prodi atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan olch
mahasiswa tingkat Prodi dimana proscdur penctapan sanksi dilakukan atas dasar putusan

oleh Rektor.

BAB VI
TAHAPAN, PROSEDUR DAN MEKANISME

Bagian Kesatu
Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 11

1) Semua pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Prodi diproses di
tingkat Prodi berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan.
2) Jika setelah dilakukan Sidang di tingkat Prodi diputuskan, maka Ka.Prodi dapat langsung

mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan melaporkan kepada Rektor melalui
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

3) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan akan menyetujui keputusan sanksi
yang dikeluarkan oleh Ka.Prodi berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan.

4) Semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di
tingkat universitas diproses oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Kepala
Bagian Kemahasiswaan berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan.
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3) Kepal&'Bagia,n Kemahasiswaan mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor UFDK
melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan selanjutnya Rektor mengeluarkan
keputusan sanksi.

6) Jika kasus pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan olch mahasiswa UFDK telah
terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai
dengan sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok atau
organisasi dapat diputuskan olch pimpinan UFDK

7) Jenis-jenis contuh kasus pelanggaran dan kejahatan :

a. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan.
b. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang
agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis.

Mencuri.

Melakukan intimidasi.

Menghasut atau mengadu domba.

Merusak barang/perlengkapan/gedung milik UFDK

Membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi,

mengolah, meracik, menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menenma,

menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika/psikotropika

Merokok di lingkungan kampus Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Memiliki, mengkonsumsi, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan

bernuansa suku,

; 2 N S

minuman keras.

k. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan
Fort De Kock.

. Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau
menggunakan senjata apapun yang dapat membahayakan.

m. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah
bahan peledak di lingkungan Universitas Fort De Kock

n. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak
senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi
mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut

kampus Universitas

korban.
o. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Repiblik

Indonesia dengan sanksi pidana kurungan maupun pidana penjara,
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Bagian Kedua

Penerapan Sanksi

Pasal 12

1) Jika mahasisvtva melakukan pelanggaran dan kejahatan sebagaimana tersebut pada Pasal
11 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :
| Pasal yang dikenakan Sanksi Maksimum
| Pasal 11 ayat (7) Pasal 9 Ayat (1) Point €

2) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana tersebut pada
Pelanggaran/Kejahatan umum di atas, maka dikenakan saniksi sesuai dengan pedoman

sebagai berikut:
Pasal yang dikenakan Sanksi Maksimum o
Pasal 11 ayat (7) Pasal 9 Ayat (1) Point e

rma Kemahasiswaan menetapkan jenis sanksi bukan semata-mata
i seperti tersebut pada Poin 1 dan 2

da faktor-faktor lain yang memberatkan
sanksi yang dikenakan dapat

3) Komisi Penegakan No
didasarkan pada pedoman pemberian jenis sanks
Penerapan Sanksi, akan tetapi juga didasarkan pa
ataupun meringankan tingkat kesalahan, maka jenis
disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan

BAB VIII
LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Bagian Kesatu
Lain-Lain

Pasal 13

1) Norma Kemahasiswaan yang belum tercantum dalam Peraturan Penegakan Norma
Kemahasiswaan Universitas Fort De Kock ini akan diatur secara terpisah, dan akan

| ditetaptakan dalam Keputusan Rektor Universitas Fort De Kock.

| 2) Dalam hal Peraturan Penegakan Norma Kemahasiswaan Universitas Fort De Kock ada

i hal-hal yang menjadi kewenangannya dan aturan yang berkaitan dengan Universitas Fort

De Kock Bukittinggi,maka akan digunakan aturan yang dikeluarkan oleh Rektor

Universitas Fort De Kock.
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Paal 14

1 KW Iﬁdtm lamn yang terkant dengan heputusan i dinyatahan manh el
scpanjang buak berteniangan dengan beputusen ini dan hal-hal yang belum diatur dalam

: quumm Rektor i akan dirur dengan ketentuan tersendin

2 Keputusan Rektor im berlaku scjak ditetaphan., apabila &
terdapst kekehruan dalam persturan i akan diadakan
mesnya,

kermmudian han ternyasta
perbarkan  sebagmmana
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